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SINOPSIS

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi alternatif pilihan bagi desa
untuk meningkatkan ekonomi desa, pendapatan masyarakat dan membiayai
program pembangunan desa secara mandiri. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya
dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.
Namun, permasalahan yang terjadi di Desa Pandowoharjo, BUM Desa belum
maksimal meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber
pendapatan desa; mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi
masyarakat desa; meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; dan
meningkatkan pendapatan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan BUM Desa di Desa Pandowoharjo
dalam rangka pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada
“Pembangunan Ekonomi Desa Pandowoharjo melalui Badan Usaha Milik Desa”.
Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana pembangunan ekonomi desa
melalui BUM Desa dilaksanakan di Desa Pandowoharjo? dan (2) apa kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi desa melalui BUM
Desa?

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif-kualitatif.
Ruang lingkup penelitian ini adalah pembangunan ekonomi desa melalui BUM
Desa, kendala dalam pembangunan ekonomi desa dan peran pemerintah desa
dalam pengembangan BUM Des Penelitian ini dilakukan di Desa Pandowoharjo,
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam
penentuan informan yang diwawancarai menggunakan teknik purposive sampling.
Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintanh desa, yang di
wawancarai pemerintah Desa Pandowoharjo vyaitu Kepala Desa (Catur
Sarjumiharta), Sekretaris  (Ismardiyanto), seksi kesejahteraan (Marjana),
pengelola BUM Desa AMARTA vyaitu Ketua BUM Desa Amarta, Sekretaris,
Bendahara, dan masyarakat desa Pandowoharjo. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan dalam beberapa tahap: (a) menelaah data, (b) reduksi data, (c)
klasifikasi, dan (d) interpretasi.

Adapun dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini didapatkan bahwa
pembangunan ekonomi desa melalui BUM Desa Amarta telah membawa
perubahan dinamika ekonomi desa yang lebih baik. Keberadaan BUM Desa
Amarta selain memberi pengaruh yang positif terhadap penghasilan masyarakat
Desa Pandowoharjo, juga memberi kontribusi terhadap penghasilan desa dalam
bentuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sementara itu, kendala utama
yang dihadapi BUM Desa Amarta adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang
mau mengelolah sampah serta belum memadainya peralatan pengangkutan
sampah, dan adanya keterbatasan modal.

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan hal yang penting
dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ekonomi dan
pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini karena tujuan pembangunan nasional
adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa,
diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah
berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan
suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah
saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan
langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka pemerintah perlu memperkuat
ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung

tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah terkait



dengan pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya sebatas pada konsep
semata, melainkan harus diterapkan hingga ke daerah kabupaten dan desa.

Dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan dan arahan dari
Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan,
merupakan keniscayaan. Bahkan dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa
sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat
menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah
pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan
dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan
asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk
badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUM Desa).

Sebagai landasan hukum, pembentukan BUM Desa telah diamanatkan
di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Permendesa tersebut dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Desa dapat
mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM
Desa”.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap desa yang secara
kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah, maka diperlukan
keberpihakan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap masyarakat desa.
Dalam upaya penguatan kapasitas harus didukung oleh kebijakan daerah yang
ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman

persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa



merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka
masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.
Pembangunan landasan bagi pendirian BUM Desa adalah pemerintah, baik
pusat ataupun daerah.

Desa berada pada posisi yang strategis dalam pengelolaan sumber
daya untuk dikembangkan sebagai sumber kemandirian desa dalam bidang
ekonomi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas memaparkan
mengenai semangat pembentukan BUM Desa. Desa dalam pengelolaan BUM
Desa mengutamakan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Artinya
bahwa dengan pengelolaan secara gotong royong akan memberikan rasa
memiliki pada setiap masyarakat desa terhadap keberadaan BUM Desa.
Selain itu, keberadaan BUM Desa tidak hanya sebatas pada kegiatan
pinjaman, melainkan dapat menjalankan usaha dalam bidang ekonomi dan
pelayanan umum. Dalam hal ini bahwa BUM Desa dapat memanfaatkan
penghasilan BUM Desa untuk penyelenggaraan pelayanan umum ditingkat
desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini diatur pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha;
dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan
dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal ini mejelaskan tentang peruntukan hasil usaha BUM Desa yang kembali

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.



Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan
mandat kepada pemerintah untuk mendorong aktivitas yang dilakukan oleh
BUM Desa. Hal ini agar BUM Desa dapat bersaing dengan pebisnis besar
dan memberikan akses permodalan bagi BUM Desa. Hal ini diatur pada pasal
90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan: memberikan hibah dan/atau
akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Sebagai tindak lanjut atas semangat kebijakan pembentukan badan
usaha ditingkat desa sebagai wadah perekonomian masyarakat dan desa,
maka Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Nomor 3 tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Adapun pembentukan BUM Desa (Pasal 3 Perda Kabupaten Sleman
Nomor 3 Tahun 2013) bertujuan untuk : meningkatkan peranan masyarakat
desa dalam mengelola sumber pendapatan desa; mendorong tumbuh dan
berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; meningkatkan jiwa
kewirausahaan masyarakat desa; dan meningkatkan pendapatan desa.

Sebagai implementasi dari peraturan daerah tersebut di atas, maka
dibentuklah sebuah Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandowoharjo,
Kecamatan Sleman, melalui Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Pembentukan BUM Desa AMARTA. Pada dasarnya, pendirian

BUM Desa ini bertujuan untuk; menggali dan mengembangkan sumber



pendapatan asli desa yang dikelola oleh BUM Desa untuk membiayai
pembangunan di wilayah Desa Pandowoharjo, meningkatkan kesejahteraan
warga masyarakat Desa Pandowoharjo, memberikan kesempatan bagi warga
masyarakat Desa Pandowoharjo untuk mengembangkan usaha yang sudah
dimilikinya, atau menambahkan unit usaha baru sesuai dengan potensi yang
ada di Desa Pandowoharjo.

Salah satu unit usaha BUM Desa AMARTA Pandowoharjo adalah
melakukan aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha
pengelolaan sampah. Adapun sumber keuangan BUM Desa AMARTA
berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah
provinsi dan kabupaten, pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau
kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya
pembentukan BUM Desa sudah merupakan amanat undang-undang yang
wajib dijalankan oleh semua desa dan perlu didorong oleh pemerintah daerah.
Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit desa-desa di Indonesia yang
saat ini sudah memiliki BUM Desa.

Permasalahan yang selama ini terjadi pada tingkat desa kaitannya
dengan pembangunan desa adalah kurangnya dana desa untuk pembiayaan
program pembangunan, sehingga sangat bergantung pada alokasi dana dari
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Akibat dari ketergantungan
tersebut, perencanaan di tingkat desa tidak berjalan sesuai hasil musrenbang
desa, karena harus disesuaikan dengan ketersediaan dana dari pemerintah di

atasnya. Oleh karena itu, desa perlu membuat badan usaha sendiri yang



bergerak dalam bidang ekonomi, seperti BUM Desa, sehingga desa dapat
memanfaatkan segala potensi yang ada untuk memperoleh anggaran
membiayai program pembangunan desa secara mandiri.

Meskipun demikian, selama ini masih terjadi banyak permasalahan di
tingkat desa kaitannya dengan pelaksanaan BUM Desa. Pemerintah dan
pemerintah daerah belum secara serius mendorong perkembangan BUM
Desa, seperti pemberian hibah atau akses permodalan, melakukan
pendampingan teknis dan akses pasar, dan memprioritaskan BUM Desa
dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Sehingga berakibat pada kalah
saingnya BUM Desa dengan pebisnis besar. Selain itu, hasil usaha BUM
Desa belum memiliki kontribusi maksimal terhadap pengembangan usaha,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk
masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir (
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ).

Dalam perjalanannya, BUM Desa Amarta telah turut memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa
(PAD). Sejak dibentuk Juni 2016, omset yang dihasilkan BUM Desa Amarta
rata-rata Rp 1.000.000,00 per bulan dan Rp 5.000.000,00 per bulan pada
masa liburan (hasil wawancara pengurus BUM Desa Amarta). Sementara itu
dari pembagian hasil usaha BUM Desa Amarta sebagaimana yang diatur
dalam AD/ART-nya, sebesar 25% disisihkan untuk PAD Desa
Pandowoharjo. Pada tahun 2017 tercatat BUM Desa Amarta telah
memberikan ke APBDes Desa Pandowoharjo sebesar Rp 1 .900.000,00 dari

hasil usaha pengolahan sampah pupuk organik, usaha toko Usaha Menengah



Kecil Masyarakat (UMKM), Yang di mana BUM Des amarta telah bekerja
sama dengan jejemuran untuk membuka toko usaha untuk menjual produk -
produk warga pandowoharjo khususnya kerajinan tangan yang dapat
meningkatkan pendapatan warga , selain itu ada juga lahan pertanian yang di
sediakan BUM Des Amarta yang di berikan untuk para petani di desa
pandowoharjo untuk menanam sayur-sayuran yang nantinya dapat di jual
kembali ke pasar, kemudian sekarang BUM Des Amarta juga telah
menyediakan satu sarana bagunan taman kuliner yang nantinya akan di
gunakan juga oleh para pelaku (UMKM) warga desa pandowoharjo.

Dapat menggunakan untuk Sumbangsih BUM Desa Amarta ini secara
tidak langsung memperkuat kemandirian ekonomi desa, sekaligus
mengurangi kebergantungan desa terhadap bantuan dari pemerintah daerah
atau pusat untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Namun, permasalahan
utama yang dihadapi BUM Desa Amarta sejauh observasi peneliti adalah
kesulitan mencari tenaga kerja yang bersedia mengelola sampah dan belum
memadainya peralatan pengangkutan sampah serta keterbatas modal.

Berdasarkan pada beberapa permasalahan di atas, maka penyusun
tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan BUM Desa di Desa
Pandowoharjo dalam rangka pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini akan
difokuskan pada “Pembangunan Ekonomi Desa Pandowoharjo melalui Badan

Usaha Milik Desa”.
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Sumber Lain;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Nomor 3 tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUM
Desa AMARTA



